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PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang

berkualitas, profesional dan terstandar, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

tentang Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
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Menetapkan

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan
Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 903);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG KOMITE PENJAMIN MUTU
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Komite Penjamin Mutu Diklat yang selanjutnya disebut
Komite adalah organisasi yang bersifat independen yang
bertanggung  jawab dalam menjamin kualitas

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

3. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat

adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber

daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan
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tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang ASN berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Penjaminan Mutu Diklat adalah suatu proses yang
sistematis, independen, dan terdokumentasi sesuai

dengan standar mutu Diklat.

Pasal 2
Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Deputi yang membidangi pembinaan tenaga dan potensi
pencarian dan pertolongan.
Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Ketua.

Pasal 3

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu

kualitas penyelenggaraan Diklat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Komite menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja;

b. penyusunan standar mutu dan prosedur mutu;

c. pengembangan sistem penjaminan mutu meliputi
penyusunan kebijakan mutu, standar mutu,
prosedur mutu, instruksi kerja, dan uraian tugas;

d. pengembangan sistem audit mutu yang mampu
memastikan bahwa kegiatan Diklat berjalan sesuai
dengan sistem yang telah ditetapkan;

e. pengembangan instrumen penilaian dan standar
penilaian yang akan digunakan dalam audit;

f.  pengembangan sistem informasi penjaminan mutu;

g. pelaksanaan pemantauan, penilaian, evaluasi, dan

audit; dan



